BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda untuk
rencana aksi yang ditujukan untuk manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan
kerjasama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tiga dimensi yaitu
ekonomi, sosial dan lingkungan (United Nations General Assembly, 2015).

Menurut Ban Ki-Moon selaku mantan Sekretaris Jendral Perserikatan
Bangsa-Bangsa, agenda baru ini merupakan janji para pemimpin dunia kepada
semua orang merupakan visi universal, terintegrasi, dan transformatif untuk dunia
yang lebih baik, untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Agenda
untuk planet ini, sebagai rumah bersama. Agenda untuk berbagi kemakmuran,
perdamaian, dan kemitraan yang menyampaikan urgensi aksi iklim. Yang berakar
pada kesetaraan jender dan penghormatan atas hak semua orang. Di atas
segalanya, merupakan suatu janji untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam
pencapaiannya (United Nations, 2017).

SDGs sebagai keberlanjutan dari program Millennium Development Goals
(MDGs) juga disusun berdasarkan tujuan yang ada pada program tersebut yang
telah dijalankan mulai tahun 2000 sampai berakhirnya di tahun 2015dan akan
menuntuk untuk mencapai tujuan global yang diinginkan di tahun 2030 nanti
yakni pembangunan berkelanjutan (UCLG, 2017). Permasalahan yang di
akomodir didalam SDGs merupakan permasalahan yang lebih lengkap dan tidak
diakomodir didalam MDGs dengan menargetkan setiap tujuan dan sasaran di
selesaikan secara tuntas. Dalam SDGs, terdapat 17 Tujuan dan 169 sasaran dan
setiap Negara mempunyai peran, kedudukan dan tanggung jawab yang sama
untuk turut andil dalam pembangunan dan pencapaian tujuan dan sasaran SDGs
(Panuluh & Fitri, 2016).

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi
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semua, dimana fokus utamanya adalah untuk menjamin atas akses air dan sanitasi
untuk semua merupakan salah 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable
Development Goals (SDGs). Hal ini didasari oleh data yang diperoleh bahwa
antara tahun 2000 dan 2015, proporsi penduduk global yang menggunakan
sanitasi yang baik meningkat dari 59 persen menjadi 68 persen. Hal Ini berarti ada
sekitar 4,9 miliar orang di seluruh dunia menggunakan fasilitas sanitasi yang baik
pada 2015. Namun, 2,4 miliar tidak menggunakan sanitasi yang baik bahkan di
antara 2,4 miliar manusia tersebut terdapat 946 juta orang tanpa fasilitas sama
sekali, yang terus melakukan praktek buang air besar sembarangan. Pengelolaan
limbah feses dan air limbah yang tidak aman terus menimbulkan risiko besar bagi
kesehatan masyarakat dan lingkungan (United Nations, 2017).

Kriteria sanitasi layak menurut BPS adalah harus memenuhi syarat
kesehatan, antara lain jenis klosetnya adalah tipe leher angsa, pemanfaatan tangki
septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagai tempat
pembuangan akhir tinja dan digunakan oleh masing-masing keluarga atau juga
bersama dengan keluarga lain dengan sistem komunal. Dalam SDGs, sanitasi
dapat dikatakan layak dan berkelanjutan apabila dapat memenuhi 5 (lima) kriteria
yaitu (1) stop kegiatan BAB di sembarang tempat; (2) mencuci tangan dengan
sabun; (3) melakukan pengelolaan terhadap air minum dan makanan rumah
tangga; (4) melakukan pengelolaan sampah rumah tangga secara aman; dan (5)
mengelola limbah cair rumah tangga secara aman (Badan Pusat Statistik, 2016).

Memastikan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi
bagi warganya merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Akses yang baik terhadap hal tersebut masih sangat
bergantung pada tata pemerintahan yang efisien terhadap pengelolaan sumber
daya dan perencanaan kota. Tantangan yang dihadapi masing-masing daerah tidak
lah sama dan bervariasi, dimana tantangan terbesar yang dihadapi oleh daerah
perkotaan adalah kurangnya akses ke layanan dasar pada daerah permukiman
kumuh, atau tingginya tarif yang di berikan dan kurangnya kontrol terhadap
kualitas air oleh penyedia air swasta. Sementara pada wilayah perdesaan,

walaupun banyak sumber air dan tersedia secara gratis, proses pengambilan air
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dari sumbernya membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan memiliki
kemungkinan untuk terkontaminasi pada saat proses pengambilannya (UCLG,
2017).

Pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki target terhadapsanitasi
sebagaimana yang sudah diamanahkan dalam Rencana Program Jangka
Menengan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu melalui universal access (100%
cakupan akses terhadap sanitasi) pada akhir tahun 2019. Program Percepatan
Pembangunan Penyelesaian Sanitasi (PPSP) merupakan salah satu pelaksanaan
kegiatan yang disusun pemerntah agar dapat mencapai target tersebut dengan
melibatkan berbagai Kementerian untuk dapat menjaga perencanaan dan
pengembangan sanitasi di Indonesia dari tahun 2009 hingga sekarang.

Sebagai salah satu negara di Dunia yang menyetujui pelaksanaan kegiatan
pembangunan berkelanjutan (SDGs), Indonesia sangat berkomitmen terhadap
keberhasilan implementasi SDG melalui pelaksanaan beraneka ragam kegiatan
dan pengambilanbeberapa keputusan strategis. Beberapa keputusan yang telah
diambil oleh Pemerintah Indonesia hingga akhir tahun 2016 termasuk (i)
memetakan target dan tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii)
pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs untuk setiap target dan tujuan
termasuk indikator proxy, (iii) menyusun definisi operasional untuk setiap
indikator SDG; (iv) penyusunan peraturan presiden yang terkait dengan
pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan; dan (v) menyiapkan rencana aksi
nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia

(Badan Pusat Statistik, 2016).

2.2. Tinja

Selain air hujan, tinja dan limbah cair merupakan komponen limbah cair
yang timbul secara alami dari kegiatan alam dan kehidupan manusia. Tinja adalah
limbah yang dilepaskan dari tubuh manusia melalui anus dan merupakan sisa dari
proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan (Soeparman

& Suparmin, 2002).
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Lumpur tinja terdiri dari semua cairan dan semi-cair yang terkandung
dari lubang dan kibah yang terakumulasi di instalasi on-site sanitasi, yaitu jamban
umum atau pribadi yang tidak diperhatikan, toilet, aqua privies dan septic tank.
Cairan ini biasanya beberapa kali lebih terkonsentrasi pada padatan tersuspensi
dan terlarut dibandingkan air limbah (Kone & Peter, 2014).

Lumpur tinja berasal dari teknologi on-site sanitasi dan belum diangkut
melalui saluran pembuangan dengan kondisi belum diolah atau sebagian telah
diolah dalam bentuk bubur atau semipadat, dan merupakan hasil dari
pengumpulan, penyimpanan atau pengolahan dari kombinasi kotoran dan
blackwater, dengan atau tanpa greywater. Contoh on-site teknologi adalah lubang
kakus, tangki septik, penukaran termasuk jamban, tempat wudhu yang tidak
memiliki selokan air, septic tank, aqua privies, dan toilet kering. Manajemen
lumpur tinja termasuk penyimpanan, pengumpulan, transportasi, pengolahan dan
penggunaan akhir yang aman atau pembuangan lumpur tinja. Lumpur tinja sangat
bervariasi dalam konsistensi, kuantitas, dan konsentrasi (Bassan et al., 2014) .

Manusia dalam kondisi normal diperkirakan dapat menghasilkan sekitar
83 gram tinja dan 970 gram air seni dalam satu hari, yang terdiri dari zat-zat
organic (20% tinja dan 2,5% air seni) dan zat-zat anorganik seperti nitrogen, asam
fosfat, sulfur dan sebagainya (Azwar, 1995). Perkiraan komposisi tinja dan air

seni dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.Komposisi tinja dan air seni

Komponen Kandungan Kandungan dalam

dalam Tinja (%) Air Seni (%)
Air 66-80 93-96
Bahan Organik 88-97 65-85
Nitrogen (dari berat kering) 5-7 15-19
Fosfor (P,Os) (dari berat kering) 3-54 2,5-5
Potassium (sebagai K,0) (dari berat kering) 1-2,5 3-4,5
Karbon (dari berat kering) 40-55 11-17
Kalsium (sebagai CaO) (dari berat kering) 4-5 4,5-6
C/N rasio (dari berat kering) 5-10 -

Sumber : (Gotaas, 1956)
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Tabel 2.2.Kuantitas tinja dan air seni

Jenis Gram/orang/hari
Limbah Berat Basah  Berat Kering
Tinja 135-270 35-70
Air seni 1.000-1.300 50-70
Jumlah 1.135-1.570 85-140

Sumber : (Wagner & Lanoix, 1958)

Tabel 2.3. Karakteristik utama limbah tinja dan parameter yang digunakan untuk

mendeskripsikannya
Parameters
untuk e
No. Karakteristik parameter
menggambarkan
limbah tinja
1. pH Konsentrasi ion hidrogen merupakan parameter

kualitas yang penting untuk limbah tinja. Air limbah
dan limbah tinja dengan konsentrasi ion hidrogen
yang ekstrim sangat sulit untuk di olah secara
biologi.

2. Total solids (TS) residu yang tersisa setelah sampel air limbah
menguap dan dikeringkan pada suhu tertentu (103—
105°C). TS digunakan untuk menilai potensi
penggunaan kembali air limbah dan untuk
menentukan jenis operasi dan proses perawatan yang
paling sesuai.

3. Electrical Nilai EC yang terukur digunakan sebagai ukuran

conductivity (EC) pengganti konsentrasi total dissolved solids (TDS).
Dengan mengukur konduktivitas listrik dari limbah
yang terolah, salinitasnya dapat dinilai. Kandungan
garam merupakan parameter penting untuk
penggunaan kembali air limbah pertanian

4. Total volatile TVS adalah padatan yang dapat berubah dan

solids (TVS) terbakar ketika TS dinyalakan (500 +/- 50 ° C).
Fixed solids (FS) terdiri dari residu yang tersisa
setelah sampel telah dinyalakan. Rasio dari TVS ke
FS sering digunakan untuk menentukan jumlah
bahan organik yang ada.
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Parameters
untuk .
No. Karakteristik parameter
menggambarkan

limbah tinja

5. Total  Kjeldahl TKN adalah jumlah total nitrogen organik dan
nitrogen (TKN) amonia.  Data  nitrogen  diperlukan  untuk
mengevaluasi  keterjagaan biologis air limbah.
Nitrogen yang tidak mencukupi  mungkin
memerlukan penambahan nitrogen untuk membuat
limbah dapat ditangani.
6. Ammonium Amonia nitrogen ditemukan dalam larutan air
(NH4") (AN) sebagai ion amonium (NH4 +) atau gas amonia
(NH3), tergantung pada pH larutan. Dalam
pengolahan air limbah, sekitar 60-70% dari
konsentrasi TKN influen akan dalam bentuk NH4-N,
sisanya sebagai organik N.
7. Ratio of BOD - Rasio BOD / COD khas dalam air limbah kota yang
COD tidak diolah terletak pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Jika
rasio BOD / COD untuk air limbah yang tidak diolah
adalah 0,5 atau lebih besar, limbah dianggap mudah
diobati dengan proses biologis. Jika
perbandingannya kurang dari 0,3, limbah tersebut
mungkin memiliki beberapa komponen beracun atau
aklimatisasi mikroorganisme mungkin diperlukan
untuk stabilisasinya.

8. Faecal coliforms Penyakit menular dapat ditularkan oleh organisme
(MPN) patogen yang mungkin ada di air limbah.

9. Telur cacing / Istilah cacing digunakan untuk menggambarkan
hellminth eggs cacing secara kolektif. Di seluruh dunia, cacing

adalah salah satu agen penyebab utama penyakit
manusia. Telur Helminth dapat dihilangkan dengan
banyak proses pengolahan air limbah yang umum
digunakan, seperti sedimen, filtrasi dan kolam
stabilisasi.

Sumber : (Kone & Peter, 2014)
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2.3. Pengelolaan Limbah Tinja

2.3.1. Aspek-Aspek dalam Pengelolaan Limbah Tinja

Terdapat 5 (lima) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
kualitas lingkungan. Ke 5 (lima) aspek tersebut yang terdiri dari (1). Aspek
regulasi dan kebijakan; (2) Aspek kelembagaan; (3). Aspek teknis; (4). Aspek
Keuangan; dan (5). Aspek peran serta masyarakat, memiliki keterkaitan antara
satu dengan lainnya. Sehingga agar tidak terjadi ketimpangan dalam
pelaksanaannya, tidak boleh mengabaikan salah satu aspek yang ada dalam
pengelolan kualitas lingkungan tersebut.

a. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Aspek regulasi dan kebijakan memiliki peran penting dalam pengelolaan
limbah tinja. Adanya regulasi membuat Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk
taat dan wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah tinja. Regulasi atau
peraturan dibuat untuk mengatur apa-apa saja yang harus diolah dan dikelola,
siapa yang menjadi target dari regulasi tersebut, kapan harus dilakukan
pengelolaan dan pengolahan, dimana lokasi pengelolaan dan pengolahan,
mengapa harus dilakukan pengelolaan dan pengolahan serta bagaimana
mekanisme kerjanya.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa aturan mengenai
pengelolaan limbah tinja dan aturan lainnya yang memiliki kaitan dengan limbah
tinja. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik. Salah satu arahan dalam peraturan ini adalah untuk melakukan
kegiatan penyedotan lumpur tinja secara berkala serta adanya arahan untuk
melaksanakan kegiatan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal dan tidak
terjadwal oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan ini, maka dapat untuk
menginisiasi Pemerintah Daerah untuk memulai suatu layanan pengelolaan
limbah tinja untuk masyarakatnya melalui kegiatan penyedotan tangki septik
secara rutin.

Aturan lain yang memiliki kaitan dengan pengelolaan limbah tinja adalah
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Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  Nomor:
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Dalam Peraturan tersebut, sudah disusun standar baku mutu bagi air limbah
sehingga air limbah tersebut ketika dibuang di lingkungan tidak menjadi sumber
pencemar. Aturan ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pengolahan air limbah secara maksimal sehingga memenuhi baku
mutu yang ditetapkan.

b. Aspek Institusi / Kelembagaan

Keberadaan lembaga yang khusus untuk melakukan pengelolan
lingkungan dalam hal ini pengelolaan limbah sangat penting agar pelaksanaan
pengelolaan limbah dapat lebih terjamin dan terstruktur secara baik. Dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tidak disebutkan secara eksplisit mengenai struktur organisasi
dan lembaga yang menangani pengelolaan limbah sehingga menjadi wewenang
dari pemangku kekuasaan dalam hal ini Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota
untuk menunjuk lembaga yang mengelola limbah.

Institusi / lembaga dengan program-program yang disusun dan dijalankan
diharapkan untuk dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan limbah tinja yang optimal, efisien dan tepat sasaran.

c. Aspek Teknis Operasional

Dalam melakukan pengelolaan limbah tinja dibutuhkan masterplan
perencanaan yang didalamnya sudah memuat berbagai hal teknis lain yang ingin
dicapai dalam pengelolaan limbah tinja. Aspek teknis seperti regulasi, metode
pengolahan, baku mutu lingkungan, standar operasional prosedur pengolahan, dan
hal-hal lain terkait lainnya dalam Perencanaan pengelolaan limba tinja berfungsi
sebagai tools dalam operasional kegiatan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.

d. Aspek Keuangan

Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga

pengelola, dibutuhkan adanya dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN) yang memadai untuk Pemerintah Pusat dan anggaran
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pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memadai untuk pemerintah daerah.

Salah satu elemen penting yang dapat menunjang keberhasilan
pengelolaan limbah tinja adalah dengan didukung oleh ketersediaan anggaran
yang memadai dalam proses pelaksanaannya. Tanpa anggaran yang memadai,
akan susah mencapai hasil optimal yang ingin dicapai oleh Pemerintah.
Dibutuhkannya kepedulian Pemerintah untuk menyediakan anggaran yang
memadai dalam pengelolaan limbah tinja mengingat teknologi pengolahan limbah
yang mahal dan bersifat kontinu dalam penggunaannya.

Selain mendapatkan anggaran dari Pemerintah, perlu mempertimbangkan
pendanaan dari pihak lain seperti swasta. Peluang pendanaan dari swasta cukup
besar, mengingat adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan
Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan
dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Aspek peran serta masyarakat, merupakan salah satu aspek yang penting
karena sering kali kualitas lingkungan akan sangat tergantung pada peran serta
masyarakat. Setiap aspek yang berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan tidak
bisa berdiri sendiri dalam menghasilkan kualitas lingkungan yang diinginkan,
sehingga dibutuhkannya keterpaduan antar aspek yang ada. Namun, yang sering
terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan
sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja aspek-aspek yang lain.
Kurangnya peran serta masyarakat terkait juga dengan kesadaran mereka dalam
pengelolaan lingkungan yang disebabkan kurangnya pemahaman dan

pengetahuan terhadap arti penting lingkungan.
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2.3.2. Pengolahan Limbah Tinja

Berdasarkan data dari World Bank, penduduk yang menetap di perkotaan
merupakan hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia. Hal ini
menyebakan peningkatan atas layanan sanitasi dan kebutuhan terhadap
pengelolaan air limbah yang layak dan aman. Pemanfaatan septik tank dan toilet
siram sebagai sarana untuk membuang air limbah domestik merupakan hal yang
umum di temukan di Indonesia. Namun masih ada sekitar 14 % penduduk yang
menetap di perkotaan yang masih mempraktekkan kegiatan buang air besar secara
sembarangan (World Bank, 2013).

Tujuan pengolahan limbah tinja dapat diformulasikan berdasarkan konsep
manajemen limbah tinja yang idealnya telah dikembangkan sebagai bagian
integral dari keseluruhan rencana sanitasi lingkungan kota yang akan
menggambarkan aspek organisasi / kelembagaan, keuangan, hukum, dan teknis
dari seluruh skema pengelolaan limbah tinja dari fasilitas sanitasi hingga
pembuangan akhir atau penggunaan kembali.

Pengelolaan lumpur tinja berkaitan dengan lumpur yang dibuang dari
sistem pengolahan yang disebutkan sebelumnya dan oleh karena itu dapat
dianggap sebagai bagian dari pengelolaan air buangan secara umum. Pengelolaan
lumpur tinja (Kone & Peter, 2014) secara khusus mencakup aspek berikut: 1.
Pengambilan lumpur tinja; 2. Pengosongan dan pengangkutan limbah tinja; 3.
Pengolahan; dan 4. Menggunakan kembali / penyimpanan. Berdasarkan
karakteristik lumpur tinja yang telah diuraikan dalam Tabel 2.3, beberapa aspek
yang berkaitan dengan desain sistem pengolahan limbah tinja dapat diringkas
sebagai berikut :

- Langkah awal terdiri dari pemisahan padat dari fraksi cair (misalnya tempat
pengeringan atau kolam sedimentasi / tangki) karena sebagian besar materi
organik terkandung dalam padatan.

- Lumpur segar yang tidak tercerna harus distabilkan (misalnya melalui
perawatan anaerobik primer di kolam atau aktor). Sludge, yang telah mencapai

tingkat stabilisasi yang tinggi, dapat langsung dikeringkan dan mineralisasi
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lebih lanjut.

- Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
(misalnya permukaan air), sistem perawatan harus mencapai efisiensi
penyisihan yang tinggi untuk bahan organik (TOC, COD) dan nutrisi (N & P).

- Namun, efisiensi penyisihan N dan P yang tinggi menyebabkan hilangnya
nutrisi yang berharga. Karena nutrisi ini awalnya diambil di tubuh manusia
melalui  konsumsi makanan, sistem manajemen sumber daya yang
berkelanjutan harus terdiri dalam menutup loop, yaitu memungkinkan nutrisi
untuk dikembalikan ke tanah dan digunakan untuk produksi tanaman. Dalam
hal ini, sistem pengolahan harus bertujuan menciptakan produk yang berharga
untuk digunakan kembali pertanian dan memungkinkan biosolids (fraksi padat
dari kotoran feses) untuk menstabilkan dan hygienise sambil membatasi
kehilangan nutrisi.

- Lumpur tinja dan biosolid yang dihasilkan selama proses pemisahan padat /
cair mengandung tingkat patogen yang tinggi. Oleh karena itu, perhatian harus
diberikan pada pengolahan yang aman (proses pengosongan tangki septik,
pengangkutan dan pengolahan) dan pembuangan. Sistem perawatan harus
memungkinkan biosolid menjadi higienis sedemikian rupa sehingga
penggunaannya sebagai pupuk / pupuk tanah atau pembuangannya tidak

memiliki risiko terhadap kesehatan.

2.3.3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Instalasi pengolahan lumpur tinja merupakan sebuah fasilitas yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan limbah tinja perkotaan
dimana pasokan lumpur tinja berasal dari sistem pengolahan setempat yang
diangkut oleh armada penyedot tinja yang berasal dari pelaku usaha sedot tinja
ataupun pemerintah daerah (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Pengolahan
lumpur tinja akan menghasilkan lumpur kering dan air olahan yang terpisah dari
lumpur yang bisa dimanfaatkan kembali sebagai tanah timbun atau pupuk dan

sebagai air proses di [PLT atau untuk keperluan penyiraman tanaman.
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Lumpur tinja yang diolah di IPLT merupakan hasil kegiatan penyedotan

tinja yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pemerintah melalui sistem

penyedotan secara terjadwal maupun penyedotan yang tidak terjadwal (on call

system). Agar pengelolan lumpur tinja dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan

unit-unit yang memiliki kinerja yang baik pula sehingga hasil olahan aman bagi

lingkungan. Unit — unit pengolahan yang biasanya ada IPLT terdiri dari :

Unit Pengumpul berupa bak penerima dan pengumpul lumpur tinja yang
berfungsi untuk menghomogenkan lumpur tinja yang masuk serta mengatur
volume debit lumpur tinja yang diolah pada unit selanjut menjadi stabil.

Unit penyaringan berupa bar screen (manual maupun mekanik) yang bertugas
untuk melakukan pemisahan dan penyaringan terhadap benda-benda yang
terkandung dalam lumpur tinja.

Unit pemisahan partikel yang terdiri dari bak pemisah lumpur dan tangki
imhoff memiliki fungsi sebagai pemisah partikel yang mengendap sebagai
partiket tunggal (partikel diskrit) agar keberadaannya tidak mengganggu
proses pada bak selanjutnya

Unit stabilisasi yang biasanya terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif,
dan kolam maturasi dimanfaatkan untuk mengurangi kandungan bahan
organik dari lumpur tinja, baik dengan anaerobik maupun aerobik.

Unit Pemekatan,pada IPLT biasanya berupa tangki pemisah lumpur dan
imhoff tank yang memiliki fungsi untuk melakukan pemisahan cairan dari
padatn yang terkandung pada lumpur tinja sehingga terjadi peningkatan
konsentrasi pada cairan lumpur tinja.

Unit pengeringan lumpur berupa sebuah bidang atau bak pengering yang
dimanfaatkan sebagai berlangsungnya kegiatan penurunan kandungan air dari

lumpur olahan dengan metode penguapan atau mekanis.



Beberapa alternatif teknologi pengolahan, antara lain :

Bak Bak
Penerima / Pemisah
Pengumpul Lumpur

Kolam Kolam L GIET
anaerob Fakultatif Maturasi

Bak
Penerima /
Pengumpul

Kolam Kolam Kolam
anaerob Fakultatif Maturasi

N Pengeringan

>

Bak
Penerima /
Pengumpul

Kolam Kolam Kolam
anaerob Fakultatif Maturasi

Area
Pengeringan
Lumpur

Gambar 2.1. Alternatif Teknologi Pengolahan
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Tabel 2.4. Dasar Pertimbangan Pemilihan Teknologi Pada IPLT

. Alternatif

Pertimbangan A B C

Sifat Pengolahan Pengolahan  dengan Pengolahan tanpa
berdasarkan pemisahan padatan & pemisahan padatan
pemisahan padatan cairan. dan cairan.
dan cairan. Untuk mengurangi Sistem ini dapat
Untuk mengurangi beban pengolahan digunakan jika inlet
beban pengolahan biologi selanjut nya. tinja yang masuk
biologi selanjutnya. Lumpur hasil ke sistem IPLT
Lumpur hasil pemisahan/pemekatan merupakan lumpur
pemisahan/pemekat selanjutnya akan tinja yang telah
an selanjutnya akan diolah dengan cara mengalami
diolah dengan cara langsung dikeringkan, pengolahan di unit
langsung atau distabilkan sistem tangki,
dikeringkan, atau kembali. sehingga memiliki
distabilkan karakteristik yang
kembali. lebih rendah.

Kebutuhan Tinggi Rendah Tinggi

akan Lahan

Biaya Investasi Sedang Tinggi Sedang

Operasional Tingkat kesulitan Tingkat kesulitan Tingkat kesulitan

dan dan kebutuhan tinggi dengan dan kebutuhan

pemeliharaan  biaya sedang kebutuhan biaya biaya rendah

sedang

Kebutuhan Banyak Sedikit Sedikit

tenaga OP

Pendirian Mudah Sedang Mudah

konstruksi

bangunan

Keberlangsung Berlangsung baik, = Kurang berlangsung Berlangsung baik,

an pengolahan  karena mudah dengan baik, karena karena secara
dalam dibutuhkan disiplin relatif mudah
pengoperasionalka  operator dalam dalam
nnnya namun menjalankan SOP. pengoperasionalka
membutuhkan Kebutuhan tenaga OP  nnua dengan
banyak tenaga sedikit. Kebutuhan tenaga
kerja yang sedikit.

Sumber : (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014)
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Selain berbagai unit untuk pengolahan lumpur tinja, IPLT mesti ditunjang
dengan komponen lainnya agar kegiatan operasional pengolahan lumpur tinja
dapat berjalan dengan lancar. Beberapa komponen yang mendukung untuk
kegiatan pengolahan lumpur tinja adalah :

- Kantor, tempat aktifitas tenaga kerja

- Bangunan gudang untuk penyimpanan peralatan-peralatan

- Infrastruktur berupa jalan masuk dan keluar serta jalan inspeksi

- Sumber listrik cadangan, apabila terjadi shut down dari pembangkit listrik
pusat

- Sumur pantau, lokasi untuk memantau kualitas air olahan.

- Pagar disekeliling lokasi IPLT, agar aman dari hal-hal yang tidak diinginkan

seperti kecurian asset.

2.3.4. Kendala dalam Pengelolaan Limbah Tinja

Terlepas dari serangkaian tantangan teknis yang berkaitan dengan
pembuangan lumpur tinja, kegiatan pengangkutan dan perawatan sarana, konteks
politik, organisasi dan peraturan yang tidak memadai merupakan beberapa hal
yang menjadi penyebab utama terhadap kondisi sanitasi yang tidak baik pada
perkotaan di negara-negara berkembang (Kone & Peter, 2014). Beberapa kendala
dalam pengelolaan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah tinja jika dilihat dari
5 (lima) aspek tersebut adalah :

- Aspek Regulasi

Tidak adanya atau kurangnya regulasi, tata cara dan aturan administratif
tentang pengolahan limbah tinja menyebabkan pengelolaan limbah tinja menjadi
tidak maksimal. Adanya aturan akan membuat kegiatan pelaksanaan pengelolaan
limbah tinja menjadi hal yang wajib dan harus untuk dilaksanakan. Kurangnya
aturan seperti pengosongan tangki septik pengangkutan limbah tinja dan
pembuangan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan, misalnya kartelisasi,
tingginya biaya pengosongan, dll. Karena kurangnya insentif dan prosedur sanksi,

para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan limbah tinja tidak memiliki motivasi
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yang diperlukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku
- Aspek Teknis

Masih banyak daerah di Indonesia tidak memiliki sarana atau fasilitas untuk
mengelola limbah tinja, sehingga limbah tinja yang dihasilkan tidak pernah
dikelola dan potensi pembuangan limbah tinja langsung ke lingkungan menjadi
semakin besar karena tidak dimilikinya fasilitas untuk mengelola tersebut.

- Aspek Keuangan

Pemerintah Daerah sering menghadapi kesulitan keuangan, yang
mengganggu kemampuan mereka untuk memastikan layanan pengelolaan limbah
tinja kepada penduduk. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya manajemen
sumber daya yang ada, dan non-alokasi sumber daya keuangan untuk layanan
terkait limbah tinja.

- Aspek Kelembagaan

Tanggung jawab dari masing-masing stakeholder tidak didefinisikan secara
jelas dan mekanisme koordinasi / komunikasi antara sektor yang berbeda tidak
ada. Juga tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dirumuskan
dengan jelas.

Pengelolaan lumpur tinja juga sering diabaikan dalam sektor penyediaan air
dan sanitasi. Bagi Pemerintah Daerah, pengeboran sumur air tampaknya lebih
utama daripada membangun instalasi pengolahan limbah tinja. Pentingnya
manajemen limbah tinja yang memadai untuk mengurangi penyakit gastro-
intestinal sering diremehkan, dan kesadaran akan manfaat kesehatan dan ekonomi
(penghematan dalam obat-obatan, biaya rumah sakit dan peningkatan
produktivitas penduduk) masih kurang. Lebih jauh lagi, preferensi politik dan
administratif sangat bergantung pada sistem air limbah dan pembuangan limbah
skala besar yang terpusat sering tidak cocok atau berkelanjutan dalam konteks
negara berkembang.

- Aspek Peran Serta Masyarakat

Untuk sejumlah besar rumah tangga, biaya untuk pembuatantangki septik

dan pengosongan tangki septik sangatlah besar, hampir tidak terjangkau atau

malah masyarakat tidak mau mengeluarkan uang untuk kegiatan tersebut.
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Penundaan frekuensi pengosongan tangki septik adalah fenomena yang banyak

diamati di kalangan rumah tangga. Studi terbaru yang dilakukan oleh CREPA

telah mengkonfirmasi bahwa interval untuk mengosongkan septic tank, misalnya

lima tahun atau lebih adalah hal yang tidak jarang ditemukan.

Harga yang tinggi menyebabkan tidak dijangkaunya layanan tersebut

khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, keluarga-

keluarga ini terpaksa membuang limbah tinja secara sembarangan, dan instalasi-

instalasi, khususnya tangki septik, menjadi kelebihan beban dan berhenti

berfungsi sebagaimana dipahami. Semua faktor ini mengarah pada pencemaran

lingkungan yang berkelanjutan dan risiko kesehatan yang berkelanjutan bagi

penduduk kota.

Penyebab

Prioritas rendah oleh pihak yang memiliki wewenang

Dasar hukum dan peraturan yang tidak memadai

Kurangnya sinergi antara pihak yang berkepentingan (rumah
tangga, penyedia layanan dan badan pengatur / kebijakan)

Kurangnya pemberian insentif / sanksi

Peran kewirausahaan swasta tidak cukup diakui, ditentukan
dan dijamin secara hukum

Ketidak mampuan untuk membayar biaya pengosongan tangki
septic

Kesulitan mengakses lubang untuk mengosongkan tangki septic

Masalah
utama

Pembuangan sembarangan di lingkungan perkotaan dan penggunaan
kembali limbah tinja yang tidak diolah

Efek

Lingkungan darat dan akuatik terkontaminasi oleh limbah

Risiko tinggi penularan infeksi gastrointestinal

Morbiditas dan mortalitas

Gambar 2.2. Penyebab, masalah dan dampak dari pengelolaan lumpur tinja dan

feses yang tidak memadai
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2.4. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

2.4.1. Kebutuhan Layanan

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, secara tidak langsung volume
limbah yang dihasilkan juga tentunya akan semakin meningkat, begitu pula
dengan volume lumpur tinja yang dihasilkan. Untuk mengolah lumpur tinja, perlu
dilakukan 2 (dua) tahap pengelolaan yaitu tahap awal melalui penampungan
lumpur tinja di septik tank dan tahap kedua melalui pengangkutan dan pengolahan
di IPLT. Fasilitas tersebut dirancang dapat menampung semua lumpur tinja yang
dihasilkan oleh penduduk suatu daerah. Namun seringkali terjadi idle capacity
dimana fasilitas pengolahan hanya mengolah lumpur tinja kurang dari 50%
kapasitas desain. Sebagai contoh adalah Kota Surabaya, dimana terjadi idle
capacity sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena saat ini yang berlaku adalah
kegiatan penyedotan lumpur tinja hanya berdasarkan permintaan dari konsumen.

Untuk mengatasi masalah idle capacity pada IPLT dan mengoptimalkan
pengolahan air limbah setempat yang bertujuan mengatasi permasalah penurunan
kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh air limbah dan limbah tinja, maka
harus dilakukan penyedotan lumpur tinja secara reguler. Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (LLTT) merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk
mengadakan kegiatan penyedotan lumpur tinja yang pelaksanaan kegiatannya
berdasarkan periode tertentu atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
pada tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat, yang pengolahannya dilakukan
di instalasi pengolahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (Kementerian
Pekerjaan Umum, 2014).

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan program LLTT, terdapat beberapa
aspek yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dimana keberadaan aspek —
aspek tersebut sangat penting agar program tersebut dapat dengan gampang untuk
dapat di implementasikan secara mudah, terukur, menyeluruh dan

berkesinambungan, yaitu :
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. Adanya Ketersediaan Regulasi dan Kebijakan

Peraturan teknis dan non teknis dibutuhkan sebagai dasar awal dalam memulai
dan mengatur pelaksanaan LLTT secara lengkap.

. Adanya Lembaga Pengelola

Dibutuhkannya lembaga pengelola yang berfungsi sebagai operator untuk
melakukan dan mengatur pelaksanaan LLTT sesuai dengan lingkup kerja yang
telah ditentukan.

. Kesiapan Rencana LLTT

Perencanaan program LLTT yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu regulasi dan
kebijakan, kelembagaan, teknis, keuangan dan peran serta masyarakat.

. Ketersediaan IPLT dan sarana prasarana

Keberadaan IPLT merupakan syarat mutlak yang harus di miliki untuk
melaksanakan kegiatan LLTT, karena dibutuhkannya fasilitas untuk mengolah
lumpur tinja.

. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pengangkutan

Dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana pengangkutan lumpur tinja seperti
truk tinja, motor sedot tinja dan jalan akses yang layak (akses dari/menuju
IPLT), Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang mengadakan
layanan penyedotan lumpur tinja untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan
tersebut.

. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang handal dibutuhkan dalam LLTT sebagai penggerak
dan pelaksana sehingga merupakan salah satu aspek paling penting dalam
pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

. Ketersediaan Anggaran

Alokasi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan LLTT akan menjadikan
kegiatan tersebut dapat terlaksana tanpa menghadapi kendala.

. Kesediaan untuk menerapkan prinsip‘pencemar membayar’

Prinsip yang menyatakan bahwa pencemar harus menanggung biaya yang

ditimbulkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran.
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Kesiapan suatu daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan layanan lumpur

tinja terjadwal dapat dilihat dari pemenuhan terhadap aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,

Pemerintah Daerah perlu melakukan penilaian terhadap beberapa aspek yang

memiliki keterkaitan dengan pengelolaan limbah tinja, diantaranya adalah : aspek

regulasi, aspek finansial, aspek kelembagaan dan aspek teknis. Aspek-aspek

penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat

dilihat pada tabel Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Tinja

No.

Kriteria

Bobot

Nilai

1.

Regulasi Air Limbah, khususnya yang mengatur tangki
septik dan pengurasannya

Sudah lengkap, berupa Peraturan Daerah atau peraturan
Walikota

Sudah namun hanya mengatur retribusi saja, Peraturan
Daerah atau peraturan Walikota.

Belum ada atau sedang dalam penyusunan (rancangan)

20

Bentuk Kelembagaan Pengelola IPLT

Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).

Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas
terkait)

Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait.

10

Jumlah truk tinja yang dimiliki pengelola dan dalam
kondisi operasional baik

Lebih dari 1 (satu) unit

1 (satu) unit

Belum punya, atau semua semua unit yang dimiliki rusak

10

Ketersediaan pendataan tentang sistem pengelolaan air
limbah setempat

Pendataan dilakukan di lebih dari 50% wilayah pelayanan
Pendataan dilakukan di 50% atau kurang dari wilayah
pelayanan

Pendataan belum pernah dilakukan

Kondisi Bangunan dan operasional IPLT
Bangunan Baik, beroperasi

15
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No. Kriteria Bobot Nilai
Bangunan rusak, beroperasi 3
¢ Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi 1
6. Keberadaan perusahaan layanan sedot swasta 10
a Lebih dari 2 (dua) perusahaan 5
1 - 2 perusahaan 3
¢ Tidak ada/ Tidak ada data 1
7. Alokasi biaya untuk operasional pemeliharaan truk tinja
dan IPLT 10
a Lebih dari 0,03% dari total APBD 5
0,01% - 0,03% dari total APBD 3
¢ Kurang dari 0,01% dari total APBD 1
8. Peraturan perijinan usaha sedot tinja 10
a Sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik 5
Sudah diatur, namun belum ada monitoring 3
¢ Belum ada perijinan, hanya informasi non formal 1
9. Kegiatan kampanye sanitasi, mengenai air limbah 10
(khususnya) Sosialisasi Stop BABs, Sosialisasi bentuk
tangki septik yang sesuai SNI, Sosialisasi PHBS,
Pemasaran jamban sehat, Sosialisasi pemeliharaan jamban
sehat (bangunan atas dan bawah), Sosialisasi penyedotan
tangki septik
a Ada, lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan 5
terlaksana
Ada, 2-3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan terlaksana 3
¢ Belum ada atau ada, namun masih bersifat insidentil 1
JUMLAH 100
SKOR MAKS 500
Prosentase 100%

Sumber : (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014)

Penilaian kinerja dengan memilih jawaban sesuai dengan kondisikota,

dimana masing-masing pertanyaan sudah memiliki bobot penilaian dan masing-

masing jawaban mempunyai bobot nilai tersendiri. Setiap pertanyaan akan

dihitung skornya dengan cara melakukan perkalian antara kolom bobot dan nilai

yang kemudian hasilnya akan di jumlahkan. Skor dikategorikan menjadi 3 yaitu

baik denganskor nilai antara 351 — 500, Cukup dengan skor nilai antara 180 —

350, Kurang dengan skor nilai kurang dari 180.
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Hasil penilaian ini sebagai dasar verifikasi yang akan dilakukan oleh
Satuan kerja Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi melalui pelaksanaan
observasi terhadap dokumen fisik dan kunjungan langsung ke lapangan. Penilaian
sebuah kota dikatakan layak untuk memperoleh pendampingan juga berasal dari

penilaian ini.

2.4.2. Pelaksanaan Teknis Operasional LLTT

a. Rute dan Jadwal Pengangkutan Lumpur Tinja

Rute merupakan jarak yang harus dilalui dan ditempuh oleh armada
penyedota tinja sedangkan jadwal merupakan waktu penyedotan lumpur tinja
sesuai dengan urutan perencanaan. Dibutuhkan beberapa data untuk melakukan
penyusunan terhadap rute dan jadwal angkut seperti : peta lokasi daerah yang
akan dilakukan pelayanan, maps atau peta perjalanan, jumlah armada yang
tersedia dan dibutuhkan, kapasitas sedot tangki tinja, jarak pulang pergi dari
lokasi ke IPLT, jumlah pelanggan setiap hari dan jumlah ritasi kendaraan. Jika
jarak pelayanan tidak lebih dari 20 km maka bisa dilakukan 3-4 ritasi setiap
harinya, sedangkan bila jarak lokasi layanan lebih dari 20 km, maka hanya bisa
untuk melakukan 2 ritasi di setiap harinya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).
b. Penentuan Tarif Dasar

Perhitungan tarif dasar digunakan untuk menentukan jumlah iuran atau
retribusi yang perlu dibebankan kepada pelanggan LLTT. Tarif ini diberikan agar
kegiatan ini dapat beroperasi secara cost recovery. Tarif dasar bukanlah tarif
aktual yang akan dibebankan kepada pelanggan, karena perlu adanya perhitungan
untung rugi serta faktor subsidi yang diberikan kepada pelanggan sehingga tarif
dasar ini akan dijadikan sebagai acuan dari penentuan tarif aktual.

Tarif dasar akan dihitung berdasarkan prinsip cost recovery dengan
memasukkan seluruh elemen biaya, seperti biaya pengumpulan, biaya manajemen
(apabila operator LLTT dibawah kendali perusahaan daerah, apabila operatornya

UPTD maka tidak perlu dihitung) dan biaya pengolahan.
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c. Pola dan Periode Penyedotan

Dalam pelaksanaan LLTT, terdapat 3 (tiga) pola penyedotan yang dapat
dilakukan oleh operator, yaitu pola penyedotan secara keseluruhan terhadap
lumpur tinja, pola penyedotan proporsional dimana lumpur tinja disedot
berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan, walaupun volume tangki septik
setiap keluarga berbeda-beda, dan pola penyedotan tetap dimana sudah ditetapkan
berapa meter kubik lumpur tinja yang akan disedot di setiap tangki septik. Setiap
pola penyedotan yang akan dipilih akan memiliki pengaruh terhadap jumlah
armada yang dibutuhkan dan juga berapa banyak ritase kendaraan di setiap
harinya. ini akan mempengaruhi jumlah truk yang dibutuhkan dan banyaknya
ritase pengangkutan lumpur tinja menuju IPLT.

Periode penyedotan tangki septik dapat dihitung apabila diketahuinya
volume tangki septik, jumlah atau volume limbah tinja yang dihasilkan dari
pemilik tangki septik dan jumlah rata-rata anggota keluarga. Namun dengan
bervariasinya ukuran dan bentuk dari tangki septik dan perbedaan jumlah anggota
setiap keluarga membuat perhitungan untuk mengetahui nilai periode penyedotan
akan menjadi rumit. Patokan yang dapat digunakan dalam periode penyedotan
tangki septik adalah berdasarkan kriteria jamban sehat ramah lingkungan, dimana
periode penyedotan adalah secara berkala setiap 2-3 Tahun sekali (Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016).

Periode penyedotan ini juga perlu untuk diketahui dan disetujui
masyarakat pengguna layanan LLTT, karena hal ini juga akan menyangkut
dengan perhitungan biaya yang akan dikeluarkan dan jumlah iuran atau retribusi
yang akan dikenakan setiap bulannya dimana semakin lama periode penyedotan
maka semakin kecil biaya yang akan dibutuhkan. Periode penyedotan bisa
mempengaruhi beban lumpur tinja yang akan diolah di IPLT. Bila periode
penyedotan dibuat panjang, maka lumpur tinja yang akan diolah di IPLT juga
akan semakin sedikit serta semakin sedikit juga kebutuhan truk penyedot lumpur

tinja yang dibutuhkan.
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d. Klasifikasi Pelanggan

Perlu dilakukan klasifikasi terhadap pelanggan yang akan mengikuti
program LLTT karena perlu adanya perbedaan jenis layanan atau tarif yang
diberikan karena tidak semua jenis bangunan digunakan untuk rumah tinggal.
Setiap bangunan dirancang berdasarkan fungsi dan peruntukannya sehingga
klasifikasi pelanggan dilakukan berdasarkan tipe, jenis dan peruntukan bangunan.

Klasifikasi pelanggan dapat juga mengikuti klasifikasi yang sudah
ditetapkan untuk golongan pelanggan yang menerima layanan air bersih dari
PDAM. Cara ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan LLTT, karena sudah

adanya perhitungan untuk mengklasifikasi pelanggan sesuai dengan golongannya.



